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TINJAUAN TENTANG PERBANDINGAN PERKAWINAN MENURUT
HUKUM ADAT KARO DENGAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Nusantara Munthe
H.Abdul Muis,SH,MS
Rahmaniar,SH,M.Hum

ABSTRAK

Setiap manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri dalam pemenuhan kebutuhan
rohani dan jasmani. Kebutuhan tersebut akan terus berkembang seiring dengan

bertambahnya . adalah rasa untuk
dicintai dan n idkan dalam bentuk
perkawinan. P al yang tidak dapat
dianggap sua ntara laki-laki dan
peremepuan t ekal yang dibentuk
berdasarkan rz

Dalam rrkawinan sehingga
suatu perkawi - karo dan Undang-
Undang No.l"’

Studi § it Kecamatan Barus
Jahe,Kabupate an dari Pengadilan
Negeri Kaban i dua yaitu metode
kepustakaan(/i imber bacaan yang
bersifat teoriti itian lapangan(field
research) yait

Hasil ggeluh mempunyai

peranan dalam svuap aopen nuimuupan masyaanas mavourgnep sggeluh mempunyai
peranan dari perkenalan keluarga, penentuan wuang unmjuken(mas kawin) sampai
penentuan hari perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang
perkawinan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu
melampirkan syarat-syarat perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor
Catatan Sipil. Jika syarat-syarat sudah dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap sah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah apabila
perkawinan impal dimana bere laki-laki sama dengan beru perempuan. Sedangkan syarat
yang dapat diberikan bahwa semua pihak harus menaati peraturan perkawinan yang ada
dan mempertahankan musyawarah pada masyarakat Karo.
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antara seorang pria dan wanita termasuk keseluruhan keluarga dan dan para arwah

leluhurnya'

A.Pengertian dari Penegasan Judul

Untuk lebih dapat memahami isi dari penelitian ini maka terlebih dahulu

memberikan pengertian dari judul
Perkawinan : lkatan antara dua individu yang berlainan jenis.
Menurut adat karo lis dan
iasaan yang
kembang
Dikaitkan
Undang-Undang No.1 ntang
tah.
Perkawinan ad ing berlainan
jenis, dimana dalam f in bahwa sah

nya suatu perkawinan auaian apavira peikawuian unasusan ienunw nusunl dan masing-
masing agama dan kepercayaanya.

Sebelum perkawinan dilangsungkan hendaknya calon suami istri telah memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan adapt dan hukum
Negara, sehingga perkawinan dapat dilaksanakan dan dianggap sah. Perkwinan
dipandang hokum adapt merupakan sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya

secara tertib dan teratur, sarana yang dapat meneruskan marga-nya. Sah nya suatu
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perkawinan dalam hokum adapt Karo harus meningkatkan sistem kekerabatan yang
disebut dengan sangkep nggeluh atau sangkep sitelu. Sangkep sitelu mempunyai peranan
yang besar dalam aspek kehidupan masyarakat karo. Dalam hokum Negara, perkawinan
dianggap sah apabila perkawinan tersebut dicatata atau didaftarkan pada Kantor Catatan
Sipil. Jika perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka perkawinan tersebut dianggap
tidak sah oleh Negara walaupun perkawinan telah dilaksanakan berdasarkan agama dan

adat. Pencatatan perkawinan pada agama sekedar merupakan untuk memenuhi

adminstrasi perkav au tidak suatu
perkawinan.
B. Alasan Pemiliha

Penulis menr ik kepada
masalah tata cara pe idang No.l
tahun 1974. Disamp lebih dalam
mengenai aturan-atu 1asyarakat Karo
dan peraturan yang {

Jika seseorany anau imviangsungnan prnavman natusian waosum dahulu
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Negara agar perkawinan
dianggap sah.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat thema penelitian yang berjudul
Perkawinan Menurut Ketentusn Hukum Adat Karo dikaitkan dengan Undang-Undang

No.1 tahun 1974.
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C. Permasalahan

Dari uraian diatas penulis mendapatkan permasalahan yang sering kita jumpai
dalam tata cara perkawinan. Adapun permasalahan tersebut adalah :
Bagaimana sahnya perkawinan itu menurut hukum adat Karo dan menurut Undang-
Undang No.1 tahun 1974.
D. Hipotesa

Hipotesa men ji kebenarnya
melalui penelitian. Hi enurut hukum
adapt Karo tata cara icara menurut
hukum adat dan pem Undang No.l
tahun 1974 bahwa tat nurut masing-
masing agama dan keg 1.
E. Tujuan Penulisan

Penelitian ini 1 an bagi setiap
mahasiswa untuk me......, o e oanes nae - - n Universitas

Medan Area, oleh karena itu penelitian ini adalah untuk memberikan suatu penilaian
dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara metode ilmiah yang hasilnya dapat

dipertanggung jawabkan.

Kemudian tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan memaparkan
tata cara perkawinan yang teercantum dalam undang-undang No.l tahun 1974 tentang

perkawinan.
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Disamping itu penelitian ini sebagai sumbangan buah pikiran kepada rekan-rekan
Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan harapan bahwa pembahasan ini akan

dapat mempermudah untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode

pengumpulan data sebagai berikut:

1) Penelitian }
Metode ini in untuk
memperolel ita-data
diperoleh d:

2) Penelitian |
Untuk men in ini,
penulis mel enurut hukum
adat Karo. . | Barus Jahe
kabupaten | an menurut

Und-ang‘Uﬁuaus 1TV L LWL 17 7T PUVIIUELD LUIVILIPVE VIV uaia-uata dari kantor

Catatan sipil Kabupaten Karo.

G. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini keseluruhanya memiliki 5 bab
yaitu:

Bab | : Pendahuluan yang terdiri atas:
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b) Alasan Pemilihan Judul
c¢) Permasalahan
d) Hipotesa
¢€) Tujuan Penelitian
f) Metode Pengumpulan data
g) Sistematika Penulisan
Bab II : Pandangan U
a) Pengertian
1. Menurut
2. Menurut
b) Tujuan Pe
1. Menurut
2. Menurut
¢) Azas perks
1. Menurut
2. Menurut unuang-unuang Nv.1 UL 1774
Bab Il : Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan:
a) Menurut hukum adat Karo
b) Menurut undang-undang No.1 tahun 1974
c) Akibat tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang
No.1 tahun 1974.

Bab IV : Tata Cara Perkawinan
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a) Menurut hukum adat karo
b) Menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974
c¢) Perbedaan tata cara perkawinan menurut adat karo dengan menurut
Undang-undang No.1 tahun 1974
Bab V : Kesimpulan dan saran
a) Kesimpulan

b) Saran
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Sedangkan pada cara arah fure orang tua tidak ikut berperan dari awal karena
perkawinan yang akan dilangsungkan atas kehendak dua belah pihak calon mempelai,
tetapi untuk mengikat pembicaraan tentang perkawinan tetap orangtua dan pihak sangkep
sitelu kedua belah pihak yang mempunyai peranan penting.

Suatu Perkawinan dibenarkan bila antara laki-laki dan perempuan berlainan
merga dengan beru,artinya merga laki-laki tidak sama dengan beru perempuan.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa hal yang terlarang misalnya hubungan

perkawinan dengan sis jekat. Dalam
hal ini masih dijumpai an kebiasaan
hubungan perkawinan artinya bere
laki-laki sama dengan p baik kalau
hubungan perkawinan an demikian
masih dalam lingkunga kk dari pihak
kalimbubunya.

Secara umum | dalam satu
merga. Hal ini dijumpa :bab itu agak

rumit melihat tata RUbUL. puc. e ponmnve sismns sassens s sonsmssess 2 mensvs
Tujuan perkawinan pada masyarakat karo adalah:
1. Melanjutkan hubungan kekeluargaan
2. Menjalin hubungan kekeluargaan apabila sebelumnya belum ada hubungan
Kekeluargaan
3. Melanjutakan keturunan dengan lahirnya anak laki-laki dan perempuan

4. Menjaga kemurnian suatu keturunan
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dikenal 4 (empat) jenis perkawinan yakni :
1. Petuturken

Perkawinan petuturken yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan antar seorang
seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana mereka bukan rimpal (ayah si
perempuan bersaudara dengan ibu si pria). Perkawinan demikian dibolehkan oleh adat
asal tidak ada larngan seperti : erturang (satu marga) untuk Ginting, Karo-karo, dan

Tarigan, kecuali peran; - nemeren atau

adanya larangan lain se u.
2. Erdemu Bayu

Perkawinan erc Igan seorang
perempuan dimana ay:. i. Hubungan
antara mereka yang ka disebut beru
puhun atau beru si ng cianlah yang
diharapkan oleh adat K

3. Merkat senuan

Perkawinan merkat sinuan adalah suatu perkawinan yang dilangsungkan antara
seorang laki-laki seorang dara, putri puang kalimbubunya. Perkawinan seperti ini
biasanya sangat dihindarkan dan umumnya hanya terjadi dalam hal-hal tertentu saja,
seperti :

a) Kalimbubu (putranya) tidak mengawini putri dari puang kalimbubu itu.
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3.Binuang
Binuang adalah nama keluarga yang diperoleh dari bere-bere ayah atau dari
merga simada daerah ayah atau dari nenek (ibu dari ayah).
4. Kempu (perkempun)
Kempu adalah nama keluarga yang diperoleh dari merga puang kalimbubu

atau dari bere-bere ibu atau dari beru nenek (ibu dari ibunya).

5. Kampah
Kampah =~ - o Tt T a kalimbubu
simada dc tau beru dari
ibu kakek sihak ayah.
6. Soler
Soler adal ga puang nu
puang kal beru empung
(ibu dari n
Jadi, ada enam tiap individu
suku Karo. Dengan d¢ runan secara
bilateral, yakni dari pih | -

Unsur-unsur yang terdapat dalam sangkep nggeluh adalah :
a.senina
Pengertian senina adalah orang-orang yang satu kata dalam permusyawaratan adat.
Se berarti satu sedangkan nina berarti kata atau pendapat atau orang yang
bersaudara. Senina pada suku Karo terdiri atas :

1.8 seh (langsung) ku sukut, yang terdiri dari :
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pisau (rawit) dan pungga dari yang meninggal dunia. Sedangkan kalau yang
meninggal dunia adalah perempuan, maka ia menerima tok-ok.

c) Anak beru ngikuri
Anak beru ngikuri adalah anak beru dari anak beru menteri.

d) Anak beru pengapit

Anak beru pengapit adalah anak beru dari anak si ngikut.
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Menurut pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, wattu tunggu tersebut
diatur sebagai berikut:
a. Waktu tunggu bagi seseorang janda sebagai yang dimaksud dalam pasal 11 ayat
(2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang

bulan ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi

yang tidak berdz

3. Apabila perkaw amil, waktu
tunggu ditetapks

b. Tidak ada waktu ng antara
Antara janda te li hubungan
kelamin.

c. Bagi perkawinan u dihitung
Sejak jatuhnya | yang tetap,

sedangkan bagi puinawisan yauy pusus natcia nemauan, wiggans waktu lunggu
dihitung sejak kematian suami.Alasan dari peraturan ini adalah untuk menentukan
dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu tunggu itu.
Jika dilihat syarat-syarat perkawinan pada KUH Perdata, maka syarat
melangsungkan perkawinan dibagi dua macam yaitu syarat materil dan syarat formal.
Syarat materil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan

perkawinan, syarat ini terdiri dari dua (2) macam yaitu:
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dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Dalam hal
pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk
berdasarkan kuasa khusus.

Pemberitahuan memuat nama,umur,agama atau kepercayaan, pekerjaan tempat
kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin,
disebut juga nama istri atau suami terdahulu, wali nikah (bagi mereka yang beragama

islam dan lain-lain).

Pemberitahuan - o " oot "9 hari kerja
sebelum pekawinan itu rang penting
misalnnya salah seorar » luar negeri
untuk melaksanakan tu; 10(sepuluh)
hari,dengan mengajuka h Cq. Camat
setempat.

Setelah Pegaw langsungkan
perkawinan seperti di winan yang
bersangkutan harus n vinan telah
dipenuhi semua dan ¢_ i - ut Undang-

Undang. Selain itu,Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti tentang hal-hal yang
disebut dalam pasal 6 ayat (2) Pereturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu;

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak

Ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan

yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala

Desa atau setingkat dengan itu:
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Apabila temyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai
dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya semua pernyataan untuk
melangsungkan perkawinan, maka Pegawai pencatat harus segera membritahukan hhal
itu kepada calon mempelai yang bersangkutan atau kepada orangtua atau kepada walinya.

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan,
ternyata tidak ada sesuatu halangan dan semua syarat-syarat perkawinan yang telah

dipenuhi, maka pegawai pencatat kemudian melakukan pengumuman tentang

pemberitahuan kehenc enempelakan
surat pengumuman me | Perkawinan
yang daerah hukumny sungkan dan
tempat kediaman ma: yang sudah
ditentukan dan mudah

Pengumuman t¢ muat:

1. Nama,umur,aga iempelai dan
dari orangtua c: rernah kawin
disebutkan nam

2. Hari, tanggal, ja..., ——. v ponee. — o —gremmne ---—-3Ud diadakan

pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk
mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkanya suatu
perkawinan adalah yang dikemudian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum
agama dan kepercayaan yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan

Peerundang-undangan yang berlaku, Perkawinan dilangsungkan setelah hari
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|. Nama,umur,agama atau kepercayaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan
dari orangtua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin
disebutkan nama istri atau suami mereka terdahulu;

2. Hari. tanggal. jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Maksud diadakan
pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk
mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkanya suatu

perkawinan adalah yang dikemudian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum

agama dar ) ' ) dengan peraturan

Peerundan rtkan setelah hari

kesepuluh awinan dilakukan

oleh Pegan

Tata cara | agama dan
Kepercayaan oran indahkan tata cara

perkawinan menu
dilaksanakan diha

Sesaat sesi

perkawinan yan;

berlaku..

n itu, perkawinan
aksi.
nandatangani akta

1 ketentuan yang

Akta perkawinan yang telah ditanda tangani oleh kedua mempelai itu, selanjutnya
ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat vang menghadiri perkawinan

dan yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, akta perkawinan tersebut

ditandatangani juga oleh wali nikah atau vang mewakilinva.
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Bagi yang beragama islam lazimnya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan
dirumah mempelai wanita atau pria yang dihadiri oleh sanak keluarga dan undangan yang
diiringinya dengan cara selamatan dan penandatanganan akta perkawinan biasanya
dilakukan sesudah akad nikah dilakukan. Maka dengan ditandatanganinya akta
perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

Akta perkawinan vang merupakan akta otentik, harus memuat hal-hal
sebagaimana tersebut dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan

penjelasanya serta d I

Akta perkav 1 disimpan oleh
Pegawai Pencatat. } wilayah Kantor
Pencatat Perkawin: ng memberikan
kutipanya.

D. Keabsahan Perl

Perkawinan 774 tidak hanya
sekedar sebagai sua - hhukum, tetapi
juga merupakan . . ipoe e c—mee, - -—3fU perkawinan

ditentukan menurut hukum agama dan Kkepercayaan masing-masing orang yang
melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda sekali dengan konsepsi perrkawinan
menurut Hukum Perdata Barat yang memandang hanya sebagai perbuatan keperdataan
belaka sebagaimana terlihat dalam pasal 26 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa
Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan

perdatanya.
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Undang-Undang perkawinan No.l tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaan itu.

Pada penjelasan disebutkan:

“Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-Undang

Dasar 1945”. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan

kepercaya vang berlaku bagi

golongan : ntangan atau tidak

ditentukan

Dari buny Perkawinan No.1
tahun 1974 terssel tk harus dilakukan
menurut  hukum melangsungkan
Perkawinan. Hal na pada pasal 29
dinyatakan:

1. Negarz

2. NEZAIA viviiyurinns mvrirvsvvmvmss siap siep pareusan e <nEMeElUK agamanya
masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu.
Prof. Dr. Hazairin,SH, dalam bukunya Tinjauan Mengenai Undang-Undang

Perkawinan No.l Tahun 1974 menyatakan:

13 u L A . . & a
" Prawirohamidjojo. Seotojo,Pluaralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesia, Airlangga, Surabaya, 2002,h.39.
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“Bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum
agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama Kristen dan bagi orang agama Hindu
Budha seperti dijumpai di indonesia”.

Olehkarena itu , maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut undang-undang
perkawinan no.l tahun 1974 diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan
masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan sah apabila

dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan

kepercayaanya itu ctum dan sarjana
hukum yang di: ut pendapat ini,
pencatatn perkawi if belaka, bukan

menentukan sah tid

Kalau kita | 974, maka dapat
diketahhui bahwa oleh perancang
Undang-Undang a 1an. Karena itu.
mengenai pencatal oleh perancang

undang-undang dal
(1) Perkawl. .. s ey ceporn e —smemnmcamens —mesmep s g~ --—- pENCAtat
Perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai
tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang dan atau
ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak vang melakukan perkawinan
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
(2) Pencatatan perkawinan dimaksud avat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat

Negara yang diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan sendiri.
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Akhirnya, diperoleh suatu kompromi berdasarkan permusyawaratan
pemufakatan, bahwa pencatatan perkawinan disadari dan dirasakan sangat penting artinya
sehingga perlu ada. Namun pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sah tidaknya
suatu perkawinan, karena sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum

masing-masing agama dan kepercayaan.

E. Akibat Hukum Perkawinan
Sebagai su o o 7 7 7 kewajiban suami
istri. Hak ialah se h suami atau istri
yang timbul Kkare engan kewajiban
adalah sesuatu yar | untuk memenuhi
hak dan dari pih: an setelah terjadi
perkawinan,yaitu | Perkawinan No.1
tahun 1974 diatur’ »agai berikut :
1. Suami istri imah tangga yang
menjadi se
2. Svami it . _ . _ rmati, setia dan

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rrumah tangga. Suami wajib

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah
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tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengurus rumah tangga
dengan sebaik-baiknya.

6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara

17
bersama.

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat
menuntutnya terhadap pihak lain dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan

No.1 tahun 1974 pez kewajiban yang
diatur dalam hukum

Harta benda hun 1974 diatur
pada pasal 35 samp:

Dalam pasal ama perkawinan
menjadi harta berse atau istri, serta
harta benda yang di adalah dibawah
penguasaan masing: bersama. Untuk
menentukan lain ini an” yang dibuat

secara tertulis dan disaunai vivie 1 vgarar 1 unvaa 1 vinawman paua wantll atau sebelum
perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini tidak boleh melanggar batas-batas
hukum,agama dan kesusilaan. Seiama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak
dapat diubah, kecuali bila suami istri yang bersangkutan sepakat untuk mengubahnya,
tetapi tidak merugikan pihak ketiga (pasal 29).

Mengenai harta bersama, suami istri dapat mempergunakanya dengan persetujuan
kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau istri mempunyai hak

"' Meliala.Diaja S.Op.cit.h.59
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sepenuhnya untuk mempergunakan harta bawaan masing-masing tanpa perlu persetujuan
dari pihak lain (pasal 36).

Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama
dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sudah sewajarnya
mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31).

Syarat "per =~ T 7 77 "~ in harta bersama
tersebut harus diar )enai penggunaan
harta bersama itu d ihak. Selanjutnya
dalam Undang-Un nan putus, maka
harta bersama dial 1 agama, hukum

adat dan hukum-hu

'® Ibid.h.60.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menguraikan masalah-masalah tentang tata cara perkawinan
menurut hokum yang berlaku yaitu Undang-Undang Perkawinan No.l Tahun 1974
Tentang Perkawinan perkawinan menurut adat karo pada bab-bab terdahulu , maka
terdapat kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Sistem kekerab: 1yai peranan
yang sangat pei aungi setiap
aspek masyarak

2. Perkawinan me yang harus
dipenuhi sehing; Karo.

3. Perkawinan yan nban puhun
yaitu perkawin: i walaupun
demikian perkas ekeluargaan
yang deKat SEPC... vuvvissp: s viwmpior passprvsessns s e e YU Merga

sembiring dan peranginangin tetapi sub mtidak satu mergaerga harus berbeda.

4. Ada 3 (tiga) syarat yang harus sudah dimiliki oleh laki-laki dan perempuan agar
dapat berumah tangga , yaitu tidak satu merga , tidak erturang dan pihak laki-laki
sudah mampu membuat alat rumah tangga ., bertani , dansudah mengetahui adat
berkeluarga, sedangkan untuk perempuan harus mampu mengurus rumah tangga.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka usia untuk
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perkawinan laki-laki adalah 19 tahun dan peerempuan adalah 16 tahun sehingga
hal ini sudah menjadi acuan dalam adat sekalipun.

5. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.l tahun 1974 perkawinan ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

6. Tata cara perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.l tahun 1974
adalah apabila aan masing-

masing dan men

B. Saran

Adapun yang my it:

1. Undang-Und tum Negara
karena itu pihak harus
menaati per yang tidak
mematuhi h: | ini hukum
perdata. Seh...ppv wvrenear saseyoen aaamasepes Aawevetssees sxavas oingat begitu

banyak kasus perkawinan yang tidak sah saat ini.
2. Agar system kekerabatan sangkep ngeluh tetap perlu dijaga , karena untuk
kebiasaan untuk selalu bermusyawarah dalam memutuskan suatu adalah hal

yang sangatlah sulit dijumpai.
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3. Para pengurus adat dan masyarakat karo sebagai bersama-sama meninjau
hukum adat karo saat ini yang berbeda-beda tiap-tiap daerah ,hal ini
diperlukan agar memilikikeseragaman adat.

4. Agar tetap menjaga adat istia adat sehingga idenditas masyarakat karo tidak
hilang diera modemisasi saat ini. Sehingga peninggalan leluhur tetap terjaga
sampai kepada penerus bangsa berikutnya karena hal ini adalah termasuk aset

budaya bangsa Indonesia.
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